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NOMOR : 7 TAHUN 200K

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG

Menfmbang :

Mengingat

@ @

WILAYAH (RUTRW) KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGAH

n w.hwn suuau dengan Kondisl dap permmbuhan masym'ﬁkat ¥R

: rupa pesatnya
.!::hmgga pema]udm penafsan mang wilayah kabupaten Acch
“Tengah nldin mengalami penatasn kembali fungsi taiy raangnya |

b babwe sehubungas dengan poipl a dimaksud ama lain, luas
karwasan lindung dan- bawasan budidaya sebagaimana diany dalam
Peraturan Dagrah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 1994,
temang  Rencana Uinum Tat Ruang Wilayah (RUTRW)
Kabupaten Aceh Tengah tidaklah dapat lagi dipertabankan dan
oleh karena it perlu ditinjau kembali ;

¢. bahwa untuk maksud tersebut perly diatur dalam suat Peramran
Daerah.

1. Undang-undang Nomor 7 {Dr) talaup 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otopem Knbugsten dalam 1 Propinsi
Sumatera Utata jo. Undang—undang Nomer 4 Tahun 1974 tentang
Pembentukan Kabupaton Aceh Tenggara ;

2, Undang—undang Nomar 5 ‘Tahm 1960 tentang Peraturan Dasar

Pakoli— polol Agraria ;

3 Undang-uadang Nomor 20 Tabun 1961 tentang PBencabutan

hak~hak Aas Tanah daa benda yang ada distasnya

4 Undang—undang Nomer § Tahun 1967 fenmng Pokok-pokok

Kehutanan

5. Undapg—undany Nomor Ll Tahvn 1967 teat ang Ketentwan -

ketenman Fokok Pertambangan ;

6. Undapg—undang Nomor 3 Tabun 1972 tentang Transuiigrasi

Undang~undang Nomor 11 Tahun 1974 teatang Pengairin |

Undang - vnodaig Nomor 13 Tahua (980 tentang Jalan |

Undang—nndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Periadusterian ;

40, Undang—yadang Nomoy 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Hutan |

11, Undang—uyndang Nomor 29 Tahun 985 tentang Analisa Dampak

Lingkungan ;

B

Undang—undang Nomor 11 Tahun 1890 tenmng Kepariwisataan

13, Undang -undang Nomor 24,4




=

Undang—undang Nomor 24 Takun 1992 tentang Penataan Rusng ;

14, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup ;

15, Undang—vndnng Nomor 22 Tahun 9% temtang Pemerintahan

Daerd]

16, Undapg-undang Nomor 25 ‘Tabun 1999 fenlang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

17, Peraturan Pemesiotah Namor 6 Tahun 1988 tewtang Koordinasi
Kagiatan Instansi Vertika! di Dacrah

18, Keputusan Presiden Nomor 32 Taluu 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung ; !

19 Kepumsan Presidon Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehmuis
P P

eraturan Perundang—und ;

20, Peraturan Daerah Kabuputen Daciah Tingkat 1l Acch Tengah
Nomer | Tahua 1994 tentang Pola Dasar Pembanginan Kabupnien
Aceli Tengah ;

Dengai Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RABUPATEN

Menefapkat :

ACEHTENGAH

MEMUTUSKAN

RATURAN DAERAH EABUPATEN ' ACEH- TENGAH
TENTANG = PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KARUPATEN ' DAERAH TINGKAT I ACEH
TENGAH NOMOR. 5 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG WILAYAH (RUTRW) KEABUPATEN
ACEH TENGAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupnien Dacreh Tiogkat 1 Acsh Tengsh
Nomer 5 Tabun 1994 tenleng Rencana Umnm Tam Ruang Wilayah
Kabupaten Aceh Tengah yang lclab dissbkan dengan’ Surat
Kepumsan Oubermr  Kepala Daerah Istimewn Aceh Nomor
183.342/7311994 tangga) 12 -Desémber 1994 dnn diundangkan dalam
Lembaran Duerah Eabupaten Aceh Tengah Nomer 4 Tahuu 1995

tanggal 16 Desember 1695 dan terakhir telah diperbaiki dengan
Sumt Keputusan Gubemur, Kepalw Dasrah lstimews Aseh Nomor

1BE3427311998 tangaal 29 Tanuari 1998 sehingga berbunyl sebagai

berikut ;
A Pasal 11 butir ¢ dan butir d diubah dan harus dibaca sebagai berikut
©, Jalan arteri prime! yang menghubungkan Jagong Jeget Acch
“Tengah dengan Pantan Cuace Aceh Tenggara ;
A Jalan arteri Skunder yang meaghubungkan Takengon Aceh
Teugab dengan Alue le Mirzh Acel Timur; i

Pasal 11 butir C‘d.&f.f




Pasal 11 butit e.0,,f, dan g diuball dan harus dibaca sebagai berkut:
Pasal 11 bytir e, fzh, dan i,

Pasal 15 diubah dan harus dibaca :
Kawasan Lindung di Kabupasen Acch Tengah dengan luas 239,158
ha,atau 41,4 % dari leas Kebupaten Acel Tengah 577,248 ha.

Pasal 20 diubail dan harus dibace :
Kawasan Bodidaya di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 338.090
he, ntav 58,6 % davi luaz Kabupaten Aceh Teagah 577.248 ha.

. Pasal 31 diubah dan harus dibaca :

Strukiur Tala Ruang dan Kawasan Priorites dengan skala ketelitian
1:100.000 dilenglapi dengan lampivan merupakan bagian yang tidak
terpisabkpn dari Peratutan Dacrah .

Pasal 35 diubah dan havus dibaca ;

; i Fisik dik budidaya dilakukan
mefalui zin prinsip dan atau arahan lahan deri Bupad dengan
persetujuan Dewan Pervakilan Rakyt Daeraly

w

n

Pasal IL
Peraturan Daesah ini mulsi berlaka pada tenggal diundanglan

Agar supayn sciiap orang dupat mengetabuinya memerintikan
Pengundangannya dengan mencmpatkan dafam Jembaran Daereh.

| DiwiEEndi Takengon
P tggal ] April 2000

;7‘ aun«-r@ufmlwl ITENGAHJR -
)

H. MUSTAE ‘M. TAMY

Diundanglan di Takengon

Pada tangzal ¥ Apiil 2000
Plt. Sckretags fabupaten Acel Tcngdl}g

Drs, IBNU HADIARLAUT TAWAR

Pembina/NIF. 0I0 035 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH THNGAI
NOMOR; 12 TAHUN 2000,
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